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BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi,
dan akuntabilitas kinerja Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh
Tamiang dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu .

menyusun Standar Operasional Prosedur Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

b. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang
Standar Operasional Prosedur Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4176),

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4189),

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633),

4. Undang-Undang...Sa £



 

 

 

 

-2-

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179), :

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,

9. Oanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2008)
sebagaimana telah diubah dengan Ganun Kabupaten
Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Oanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2014),

10. Oanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2
Tahun 2013, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor 30),

11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

MEMUTUSKAN...DK
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya
disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur

penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang
terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Tamiang.
Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.3.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya
disingkat SOP adalah tata cara atau tahapan yang
dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan
suatu proses kerja tertentu.

4

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

'

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5.

Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

6.

,. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata7.
mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai
dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, yang
dikenakan kewajiban membayar pajak menurut
perundang-undangan perpajakan.
Objek Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disebut Objek
Pajak adalah bumi dan/atau bangunan kecuali bumi
dan/atau bangunan dalam kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

8.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

9.

———
10. Dinas

Tr
apatan

4
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10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Aceh Tamiang.

11. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset yang selanjutnya disebut Kepala DPPKA adalah
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kabupaten Aceh Tamiang.

K

12.Kepala Bidang Pendapatan adalah Kepala Bidang
Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kabupaten Aceh Tamiang.

13. Kepala Seksi Kepala Seksi BPHTB dan PBB-P2 adalah
Kepala Seksi Kepala Seksi BPHTB dan PBB-P2 pada
Bidang Pendapatan DPPKA Kabupaten Aceh Tamiang.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

15.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang.

16. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya
disebut SISMIOP PBB P2 adalah sistem yang terintegrasi
untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan
bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data melalui
pendaftaran, pendataan dan penilaian, pemberian identitas
objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data,
pemeliharaan basis data, dan pencetakan hasil keluaran
berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat
Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Tanda Terima Setoran
(STTS), Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran
Pajak (DHKP).

17.Sistem Informasi Geografis adalah aplikasi yang
mengintegrasikan antara data grafis dan numerik serta
merupakan bagian dari SISMIOP.

18. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP
adalah nomor identifikasi objek pajak, termasuk objek
pajak yang dikecualikan, mempunyai karakteristik
unik, permanen, standar dengan satuan biok dalam
satu wilayah administrasi pemerintahan kampung.

19. Blok adalah...(SI
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Blok adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok
objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau
batas buatan manusia, seperti jalan, selokan, sungai,
dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam

satu wilayah administrasi pemerintahan kampung.

Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah
zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak
yang mempunyai suatu Nilai Indikasi Rata-Rata yang
dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak
dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kampung.

Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya
disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk
memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan

pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen
utama dan/atau biaya komponen material bangunan
dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pajak.
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

'

besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih

Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetuian, atau Surat Keputusan Keberatan.

27. Surat...
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Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan
Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk
wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya
disebut Pengurangan adalah pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pajak.
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

'

SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang
selanjutnya disingkat SPMKP adalah surat perintah dari
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana
yang ditujukan kepada Bank Operasional mitra kerja
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset,
sebagai dasar dasar pembayaran kembali kelebihan
pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

——

—-f
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35.Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

(l

(2

)

dilakukan di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset.

Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak yang selanjut
disingkat LHPP adalah laporan yang berisi tentang
pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh
Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan
ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang
dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau
tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang selanjutnya
disingkat SP2P adalah surat perintah untuk
melaksanakan Pemeriksaan.

Klasifikasi adalah pengelompokan Nilai Jual Bumi atau
Nilai Jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman
penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
Nilai Indikasi Rata-Rata adalah Nilai Pasar rata-rata
yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu Zona Nilai
Tanah.
Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya
disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk
memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan
pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen
utama dan/atau biaya komponen material bangunan
dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.
Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel
dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau ruangan
tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak
yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai
tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan,
dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik
dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk
tentang objek pajak yang terutang yang diperiksa.

Pasal 2

SOP PBB-P2 wajib digunakan sebagai acuan dalam
melaksanakan setiap tugas dan fungsi pelayanan PBB-
P2.

Ketentuan mengenai SOP PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3...

—
/

«

)



 

Peraturan Bupati
diundangkan.

Agar setiap

ini

orang mengetahuinya,

Pasal 3

mulai berlaku pada tanggal

memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 20 Mei
15 Sya'ban 1437 H

I
RAZUARDI

2016 M

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 20 Mei 2016 M
13 Sya'ban 1437 H

4 BUPATI ACEH TAMIANG, /
s'

Ka,
HAMDAN SATI

1

SEKRETARIS DAERAH
—g—KABUPATEN ACEH T NG

4

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2016 NOMOR 16


